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ABSTRACK 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang kelahirannya 

dari amandem Undang-undang Dasar 1945, lahirnya Mahkamah Konstitusi 

dibarengi dengan kewenangan-kewenangan yang kemudian menjadi tugas dari 

Mahkamah Konstitusi, satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah 

kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang/judisial review terhadap 

Undang-undang Dasar 1945, seiring berkembangnya Negara Indonesia, 

permohonan untuk melakukan judisial review sangat tinggi, oleh sebab itu perlu 

ada peranan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi untuk meningkatkan 

kualitas dari Undang-undang. Kewenangan Abstract Review dapat diberikan 

kepada Mahkamah Konstitusi dimana Abstract Review dilakukan pada Rancangan 

Undang-undang. Terdapat dua rumusan masalah pokok dalam penelitian ini 

bagaimana kewenangan judicial review dari Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia dalam system hukum Indonesia, dan bagaimana rekonstruksi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dalam melakukan abstrack review terhdap 

rancangan undang-undang, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian normatif dengan beberapa pendekata, pendekatan 

Perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan 

konseptual.  

Hasil dari penelitian ini bahwa kewenangan judicial review yang dimiliki 

oleh Mahkamah konstitusi Republik Indonesia sudah termuat dalam Undang-

undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi, kewenangan judicial review yang dimiliki Mahkamah Konstitusi belum 

menjadi salah satu solusi untuk menjamin kualitas dari Undang-undang dan 

menjamin hak-hak konstitusi dari masyarakat sehingga diperlukan adanya peran 

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi maka perlu ada rekonstruksi 

terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan abstrack review, 

sehingga diharapkan dari penamahan kewenangan tersebut dapat meningkatkan 

kualitas dari produk hukum yang dihasilkan, untuk merekonstruksi kewenangan 

dari MK maka perlu melakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka harus ada 

cara lain yakni dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman khususnya pada pasal 29 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untu 

kemudian dalam huruf e, kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang” 

dari klausa tersebut secara tidak langsung dapat menjadi isyarat bahwa Undang-

undang dapat menambah kewenangan Mahkamah konstitusi dengan adanya 

Undang-undang. 

Kata kunci: Rekonstruksi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Abstract review  
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ABSTRACT 

The Constitutional Court is a judicial institution which was born from an 

amendment to the 1945 Constitution, the birth of the Constitutional Court was 

accompanied by authorities which later became the mandate of the Constitutional 

Court, one authority of the Constitutional Court is the authority to review 

laws/judicial review of laws The 1945 Constitution, along with the development of 

the Indonesian State, requests to carry out a judicial review are very high, therefore 

it is necessary to have the role of the Constitutional Court as guardian of the 

Constitution to improve the quality of the Act. Abstract Study Authority can be given 

to the Constitutional Court where the Abstract Study is carried out on a Draft Law. 

There are two main problem formulations in this study how is the judicial review 

authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in the Indonesian 

legal system, and how to change the authority of the Indonesian Constitutional 

Court in conducting an abstract review of draft laws, the research method used in 

this research is normative research method with several approaches, statutory 

approaches, comparative legal approaches, and contextual approaches. 

The results of this study are that the judicial review authority possessed by 

the Constitutional Court of the Republic of Indonesia has been contained in the 

1945 Constitution and Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional 

Court, the judicial review authority possessed by the Constitutional Court has not 

been a solution to guarantee quality of the law and guarantee the constitutional 

rights of the people so that the role of the Constitutional Court is needed as 

guardian of the Constitution, it is necessary to reconstruct the authority of the 

Constitutional Court to conduct an abstract review, so that it is hoped that the 

retention of this authority can improve the quality of the legal products produced, 

to To reconstruct the authority of the Constitutional Court, it is necessary to make 

amendments to the 1945 Constitution, so there must be another way, namely by Law 

Number 48 of 2009 concerning judicial power, especially in Article 29 paragraph 

(1) The Constitutional Court tries at the first and last level whose decision is final 

for then in letter e, the other powers granted by the Law" from the clause may 

indirectly be a signal that the Law can add to the constitutional authority of the 

Court with the existence of the Law. 

Keywords: Reconstruction, Authority of the Constitutional Court, Abstract review 
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